
BUPATI MUSI RAIIIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PEI.AKSANAAN STSTEM PENANGANAN PENGADUAN

(WHISTLEBLOWING SYS?EMi TINDAK PIDANA KORUPSI

DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH KAE}UPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI MWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Bkokrasi Nomor 08/M.PAN.N/06/20 12 tentang

Sistem Penarrgartan Pengaduan (Whistlebloutirtg

System) di Lingkungan Kementerian/l,embaga dan

Pemerintah Daerah, dibutuhkan peran serta pegawai

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

dan masyaralat dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b, bahwa berdasarkal pertirnbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetaPkan

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblouing

Sgsrem,, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Musi Rawas.

Mengingat 1. Undalg-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

sumatera Selatan (lrmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (l€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

kmbara,l Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (L€mbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 14O,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874) sebagaimara telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20O6 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembararr Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

I-€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

Undang-Undang Nomor 14 Talun 2OO8 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

L€mba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dae rah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4.

5.

6.



7. Undang-Undartg Nomor 3o Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2

Nomor 137, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 425O) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Irmbaran Negara

Repubtk Indonesia Nomor 6409);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang

Tata cara Petaksaaaan Peran Serta Masyarakat dan

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegalran daa

Pemberantasan findak Pidana Korupsi (kmbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor 114,

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3995);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri

Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO4 Nomor 142, Tambahan l€mba-ran Negara

Republik tndonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2o1o tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lrmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

I€mbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nogara

dal Reformasi Birokrasi Nomor l0 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaa-n Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan zona Integritas Menuju WiLayah Bebas

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Metayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

: ,"."
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13.

Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Pembentulen dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (L€mbaran Daerab KabuPaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan BuPati Nomor 114 Tahun 2019 tentang

Struktur Organisasi, Tirgas dan Fungsi Impehorat

Kabupeten Musi Rawas (Berita Daerah KabuPaten

Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 114).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TETITANG PEDOMAN PEIAKSANAAN

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISII,EBWWING

STSTEI4 TINDAK PIDANA KORUP{ DI UNGKUNGAN

PEMERIMAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BuPati ini, yang dimaksud dengan:

Menetaplcn :

1.

2.

3.

4-

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah l(abupaten adalah Pemerintah KabuPeten

Musi Rawag.

Bupati adalsh BuPati Musi Rawas.

Dewan Perwakilan Rabat Daerah yang selsnjutnya

disingkat DPRD adalah DPRD KabuPatcn Musi Rawas.

5. Tindak Pidana Kompsi adalah kejahatan luar biasa

yang sering difakukan secara tcrencana dan sistematis

dan meruPakan Pelanggaran terhadaP hak sosial dan

ekonomi masyarakat secara luas dan endemik,

merusak sendi-sendi ekonomi naeional' Berta

merendahkan martabat bangsa di forum internasional'

t-.-,--__-.,.-_._,:; t?
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8.

6. Pemberantasan tindak pidara korupsi adalah

serangkaian tindakan untuk mencegah dan

memberartas tindak pidana korupsi melalui upaya

koordinasi, supewisi, monitor, penyelidikan,

7.

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan, dengan Peran serta masyarakat

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Whistle Bbunr adalah seseorang yartg melaporkan

perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi

yang terjadi di dalam orgarisasi tempatnya bekeia atau

pihak terkait laimya yang memiliki akses informasi

yang memadai atas teljadinya indikasi tindak pidana

korupsi tersebut,

Whistleblotuing System adalah mekanisme penyampaian

pengaduan dugaaa tindak pidana korupsi yang telah

terjadi, sedang terjadi, atau akan tedadi yang melibatlan

pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan

tindak pidana korupsi yang dilakukan di Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai

tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari

Whi.stle Blower, menyelidiki, mempros€s, dan

menyarnpaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati

Musi Rawas.

BAE} II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penanganan

pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

9.



Pasal 3

Tujuan dibentuknya sistem penanganan pengaduan tindak

pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah l(abupaten Musi

Rawas adalah:

a. sebagai acuan dalam penaqganan pengaduan atas

tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintait

Kabupaten Musi Rawas;

b. memprbaiki sistem pengawasan dan pencegahan

penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan

tindak pidana korup8i, eerta persaingan usaha tidak

sehat; dan

c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang

menjamin kerahasiaan identitas Wldstle Blauer.

Pa8al 4

Ruane lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batasan;

b. mekanisme pengaduan;

c. tindak lanjut;

d. ekspose hasil audit investigasi atas traporan/pengaduan

uhistle blounr;

e. perlindungan tcrhadap uhistle blounr; darr

f. ketentuan penutup.

BAB ITI

BATASAN

Pasal 5

(1) Ungkup pengaduan yang alan ditindakla4iuti meliputi

scgala tindakan yang menurut Peraturan Perundang-

undanaan mengandung indikasi r.msur tindak pidana

kompsi yang terjadi di lingkungan Femerintah

Kabupaten Musi Rawas.

PARAT60oRDINASI
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(2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak

lanjut pengaduan , Whistle Blower }rarus memberikan

indikasi awa-l yang dapat dipertanggungiawabkan,

meliputi:

a. masalah yang diadukan (U/h40:

berkait€n dengan substansi penyimpalgan yang

diadukan, Informasi ini berguna dalam hipotesa awal

untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan serta dampak adanya penyimpangan'

c.

pihal yang berta-nggungiawab (Urto):

berkaitan denga-n siapa yang melakukal

penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang

dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihd<-

pihal( yang terkait yang perlu dimintakan

keterangan / penjelasan.

lokasi kejadian ( Where):

berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan

(unit keda), Informasi ini berguna dalam menetapkan

ruang lingkup penegasan audit investigatif serta

membantu dalam menentukan tempat dimaaa

penyimpangan tersebut terjadi.

waktu kejadian (I[hen):

berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut

terjadi, Informasi ini berguna dalam penempatan

ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait

dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian

serta pengumpulan bukti dapat diseLaraskan dengan

kriteria yang berlaku.

mengapa terjadi penyimpangar (Whgt):

berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya

penyimpangan, dan mengapa seseoraDg

melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi

seseorang metakukan penyimpangan yang akan

mengarah kepada pembuktian unsur niat (intend.

b.

d.

;^. {,6"."*. 
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a
(1)

l2l

bagaimana modus penyimpangian (frou, :

berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut

terjadi, Informasi ini membantu dalam penyustnan

modus operandi penyimpangan terscbut serta untuk

penyembunyian (a nealma$, dan

pengkonversian (onrrertion) hasil penyimpangan.

BAB IV

MEKANISME PENGADUAN

Pas8l 6

Setiap Whistt€ Blou.Er dalafi menyampaikan pengaduan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan

menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan data-

data pendukung.

Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara

langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan,

atau melalui:

a. kotak Pengaduan yanS ditempatkan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten MuBi Rawas; atau

b. melatui u.ebsiie address: wbs.musirawaskab.go'id'

BAB V

TINDAK I,,ANJUT

Pasal 7

Dalam mel,aksanakan pedoman ini Perlu dibentuk Tim

Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan

mengelola pengaduan.

Sueunan personalia, tugas, dan wewenang Tim Penerima

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (fl diahr
tersendiri dengan Keputusan Bupati.

o

(r)

l2l



(3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang

diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinart

berdasarkan perlimbangan profesional Auditor, bahwa

informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal

harus memenuhi kriteria 3W (Wat, Wtere, WhenL

pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat

penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus

sejenis dan/atau berdasarkal informasi lain yang

mendukung laporar/pengaduan tersebut.

Dalam ha.l hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria

3W dan Itrzlristte Blower jelas nama dan alamatnya serta

dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Whistle

Blouer .untruk memperoleh tambahan informasi sebelum

diterbitkannya Surat Tugas.

Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria

dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan

pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi,

diarsipkan.

Penugasan audit investigatif atas informasi

laporan/pengaduan oleh Uftistle Blourer diprioritaskan

terhadap hal-hal yaJlg strategis,material, dan menjadi

sorotan publik.

(7) Penugasan audit investigatif atas informasi

laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila

dljumpai salah satu kondisi berikut:

a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang

dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat

Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) lainnya; dan

b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang

dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidiksr

oleh instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian,

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(4)

(s)

(6)

r_i
/t\'- I
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(8) Dafam penugasan audit investigatif atas informasi

laporan/pengaduan oleh Whistle BlouEr *&b)m
diterbitkan surat tugas terlebih dahulq dilekukqq hal-hal

sebagai berikut:

a. penentuan tim audit oleh Inspektur;

b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim

audit; dan

c. pengendalian kebutuha-n sumber daya pcndukung,

antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau

prasarana lainnya oleh Inspclrfirr.

Pasal 8

(1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang

mencantumkan sasaran investigaei kepada pimpinan

obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada

Bupati.

(2) Dalam hal pimpinan obyek penuga3an tidak kmperatif

dalam pelaksanaan penugasan, Inspelitur daPat

memberitahukan secara t€rtulis permasalahan tereebut

kepada Bupati.

(3) Pengumpdan buldi-bukti dilakukan auditor dengan

mengunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit

yang diperlukan sesr.rai keadaannya.

(4) Dafam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-

bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan

buf<ti-bukti, dapat dilakukan klariEkasi atau konfirmasi

secara Langsr:ng kcpada pihak-pihak yang diduga

terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak

l,ainnya yang relevan dan hasil klarifkasi atau konliroasi

tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifrkasi

(BAK).



(s)

(6)

(71

Berdasarkan pengujian hipotesis dengal melakukan

evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor

mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan

proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi,

penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-

pihak yang diduga terkait/ bertanggung jawab.

Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulaa,

evaluasi, darl pengujian bukti-bukti harus mempunyai

keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang

diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.

Pengendatian penugasan audit investigatif dilakukan

melalui reviu, pembahasan internal dengan tim guna

menjamin mutu, mempercepat proses dart mencari jalan

keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul

selama penugasan audit investigasi.

BAB VI

EKSPOSE HASIL AUDIT IIIVESTIGASI ATAS

I.APORAN/PENGADU AN WHISTLE BLOWER

Pasal 9

Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai,

tim audit segera menyusun konsep laporan hasil

penugasan audit investigatif.

Tim audit investigatif melakukan ekspose intemal untuk

memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan

telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian

sasaran penugasan.

Peserta ekspose intemal adalah seluruh tim audit, dan

pejabat-pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas lain

yarrg ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasit ekspose intemal, Inspektorat dapat

melakukan ekspose eksternal dengan Instansi Penyidik

yang berwenang melakukan tindak lanjut.

Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil

Ekspose yang ditanda tangani oleh Insp€ktur dan

pejabat yang mewakili lnstansi Penyidik.

(1)

l2t

(3)

(4)

(s)

j."+rffi;1
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(6)

(7)

Dalam hal pimpinan organisasi Perangkat Daerah tidak

sepakat dengan materi hasil penugasan audit

investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan

ketidak sepakatan dan selanjutnya permasalahan

tersebut dibahas dengan BuPati.

Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan:

a. ekspose ekstemal dimaksud adalah pemaParan hasil

audit dengan Instansi Penyidik;

b. ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila

temuan hasil audit menyirnpulkan adanya

penyimpangan yang mengarah keTindak Pidana

Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan

Negara;

c. tujuan dilakukannya ekspose dengan lnstansi

Penyidik adalah untuk mendapat kepastian

terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat

memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi

Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut

berindikasi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak

Perdata atau yang bersifat tindakan administratil

berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR);

kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah

Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur

dan Instansi Penyidik;

pembicaraan hasil audit investigatif dengar pimpinan

obyek penugasan dilalukar setelah adanya ekspose

eksternal, dalam ha.l pimpinan obyek penugasan

terkait dan/atau bertanggung jawab atas

penyimpangal yang ditemukan, pembicaraan hasil

audit dilakukan hanya dengan atasan Pimpinan

obyek penugasan dan hasil pembicaraan dituangkan

dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat

pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak

memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan

obyek penugasan;

d.

e.



pembalasan tidak difakukan dalam hal atasan

pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang

terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung

jawab atas penyimpangan yang ditemukan; dan

laporan Hasil Audit lnvestigatif segera diterbitkan

setelah ditalrukan pembahasan dengal instansi

Penyidik dan pembicaraar dengan pimpinan

dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan.

(8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan

obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal.

Bahan pembicaraaa akhir berupa simpulan hasil

penugasan audit investigatif yang telah mengalomodasi

hasil ekspose eksternal.

(9) Hasil pembicaraan akhir dcngan pimpinan/atasan

pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah

Pembicaraaan Akhir yang ditanda tangali oleh Inspektur

dan pimpinan/atasa-n pimpinan obyek penugasan, yang

memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan

obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lsnjut.

(1O) Dalam hal pimpinan/atasan Pimpinan obyek penugasan

tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit

investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan

mengenai ketidak setujuannya dengan simpulan hasil

penugasan audit investigatif.

(11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan

menoLak untuk menandatangani Risala-h Pembicaraaa

Akhir, maka risalah cukup ditandataJtgarri tirn yang

ditugaskan darl Inspektur dengan menyebutkan alasan

penolakannya.



(12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/ata3an

pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan

sehingga menghaEbat penyelesaian laporan, maka

pembicaraan akhL diganti dengan menyampa.ikan

simpulan hasil penugasan audit investigatif sccara

tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek

penugasan yang bertangggung jawab untuk melakukan

tindak lanjut.

Pasal 1O

(l) Hasil pcnugasnn audit investigatif yang bcrasal dari

laporan/pengaduan Whistle BlauEr dituangkan dalam

Laporan Hasil Audit Investigatif.

(2) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupa.ti, konsep

laporan harus dilakukan reviu berjenjang.

(3) Laporan final hasil audit investigatif atas

laporan/pengaduan Whistle Blounr dtsampaikan kepada

Bupati.

Pasal 1 1

Apabila yang Denjadi tcrlapor adalah salah scorang Tim

Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan

dari Tim Penerima Pengaduaa, dan ditindsklqnjuti sesuai

dengan' peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTI,E BI.AWER

Pasal 12

Perlindungan atas kerahasiaan idcntitas Whistle Blaunr

akan diberikan kepada ld/histle Blounr yeng memberikan

informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi

yang dilakukan oleh pejabat/pcgawai Pemerintah KabuPaten

Musi Rawas selama pros€s pembuktian

pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Konrpsi,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VIII

KETEI\TUAN PENUTUP

Pasal 13

Feraturan Bupati ini mulai berlsku Pada tanSSal

diundangkan-

ASar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dFlern Bcrita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara BcUti

pada tanggal b t'i6,* 2O2O

Diundangkan di Muara Beliti

pade tanggal b l4*4 ,oro
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS,

oT
PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR .I.2

PIRAF TOORDIXASI
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